7 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jalan Pembangunan | Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor . 474/PM.00.02/K.RA-10/11/2024 Selatpanjang, 19 November 2024

Sifat : Penting
Lampiran : -

Perihal . Imbauan
Yth.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kepulauan Meranti Nomor Urut 1 Asmar —
Muzamil, SM., MM

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Nomor Urut 2
Mahmuzin dan Iskandar Budiman, SE., M.IP

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Nomor Urut 3
Basiran, SE., MM dan Yulian Norwis, SE., MM

4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kepulauan Meranti Nomor Urut
4 Drs. H. Masrul Kasmy dan H. Fauzi Hasan, SE., M.I.Kom

di-

Tempat
|. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVI1/2019;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum:;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan



Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan
Umum,;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota.

Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran
dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun
2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf ¢, Pasal 9 huruf ¢, Pasal 10 huruf c,
Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf ¢ Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota juncto Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274

PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan



Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, dengan ini Bawaslu

Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan imbauan kepada Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti dan Partai Politik Peserta Pemilu,

dan/atau Tim Kampanye hal-hal sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa
tenang;

menonaktitkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum
dimulainya masa tenang;

tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di
masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi,
pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa
elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh
KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau

paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat;

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;

2. Arsip.



